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ABSTRAK: -

CATATAN: -

DPRD membahas dan menyusun rekomendasi atas LKPJ melalui Keputusan
DPRD mengenai perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana
Telah Diubah Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
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